MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006
TENTANG
PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id

UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan elektronik goverment (e-goverment), maka setiap
pembangunan situs web resmi pemerintahan pusat dan
daerah harus menggunakan nama domain go.id;

bahwa untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan
nama domain go.id bagi situs web resmi pemerintahan pusat
dan daerah, dipandang perlu adanya peraturan penggunaan
nama domain go.id;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,
dipandang perlu ditetapkan peraturan tentang penggunaan
nama domain go.id yang akan digunakan sebagai alamat
resmi situs web pemerintahan pusat dan daerah;

Keputusan Presiden Rl Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 8/M
Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2005;



Menetapkan :

4. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003, tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id UNTUK SITUS
WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga
pemerintahan pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk
berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan
karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam
internet.

2. Situs web adalah koleksi dokumen format html dari suatu
lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server.

3. Formulir digital adalah formulir dalam bentuk elektronik yang
disediakan dalam permohonan/pendaftaran nama domain
go.id. melalui situs URL:// www.depkominfo.go.id

BAB I
NAMA DOMAIN
Pasal 2
Nama domain go.id untuk situs web resmi lembaga pemerintahan
pusat dan daerah hanya dapat didaftarkan dan atau dimiliki oleh
lembaga pemerintahan pusat dan daerah.

Pasal 3

(1) Nama domain go.id hanya digunakan untuk situs web resmi
lembaga pemerintahan pusat dan daerah.

(2) Lembaga pemerintahan pusat dan daerah yang menggunakan
nama domain go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pemilik nama domain go.id yang bersangkutan



Pasal 4

Setiap lembaga pemerintahan pusat dan daerah hanya boleh
menggunakan atau mempunyai 1 (satu) alamat situs web
dengan nama domain go.id.

Struktur organisasi lembaga pemerintahan pusat dan daerah
akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk
menentukan nama serta susunan selanjutnya dari sub domain
situs web lembaga pemerintahan bersangkutan.

Nama atau singkatan yang digunakan untuk nama domain
go.id harus merupakan nama resmi yang berlaku bagi
lembaga pemerintahan pusat dan daerah dan sesuai dengan
yang diterbitkan resmi oleh pemerintah.

Kantor perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri boleh
menggunakan nama domain go.id dan atau dapat memiliki
nama domain lainnya mengikuti sistem nama domain di lokasi
negara dimana kantor perwakilan pemerintah Indonesia
tersebut berada.
BAB Il
PEMERINTAHAN

Pasal 5

Pemerintahan terdiri dari

a.

Lembaga Negara (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa
Keuangan, Mahkamah Agung, dan lain-lain);

Lembaga pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden, Menteri,
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah);

Komisi (Komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang).

Pasal 6

Dalam hal situs resmi yang digunakan oleh pemerintahan di tingkat
pemerintah pusat, maka nama atau singkatan dan akronim yang
digunakan harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.



Pasal 7

Dalam hal situs resmi yang digunakan oleh pemerintahan di tingkat
pemerintah daerah, maka nama atau singkatan yang digunakan
harus berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh
Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 8

Apabila pemerintahan di tingkat pemerintahan pusat mempunyai
lebih dari 1 (satu) situs web, maka penamaan situs web lainnya
harus menggunakan sub domain yang berdasarkan pada struktur
organisasi dari pemerintahan bersangkutan. Pengelolaan sub
domain diatur oleh Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Bank
Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen.

Pasal 9

Apabila pemerintahan di tingkat pemerintahan daerah mempunyai
lebih dari 1 (satu) situs web, maka penamaan situs web lainnya
harus menggunakan sub level domain yang diletakkan di depan
nama domain. Pengelolaan sub domain diatur oleh Gubernur,
Bupati, dan Walikota.

Pasal 10

Untuk pemerintahan vertikal di daerah, penamaan situs webnya
harus  menggunakan sub  domain lokasi  keberadaan
instansinya/lembaganya diikuti nama domain instansi/lembaga
pusatnya.

Pasal 11

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penamaan situs webnya
menggunakan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diikuti
nama daerah bersangkutan atau singkatannya serta diikuti
singkatan nama kepemerintahan daerah.

Pasal 12

Untuk kantor perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri,
penamaan situs webnya harus menggunakan KBRI diikuti nama
Negara, sedangkan untuk konsulat jenderal menggunakan sub
domain dari nama domain KBRI bersangkutan.



BAB I
PERMOHONAN/PENDAFTARAN NAMA DOMAIN
Pasal 13

Permohonan/pendaftaran nama domain go.id untuk situs
resmi pemerintahan pusat dan daerah diajukan kepada
Menteri Komunikasi dan Informatika.

Permohonan/pendaftaran nama domain go.id sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama untuk
pemerintahan di tingkat pemerintahan pusat dan Sekretaris
Daerah untuk pemerintahan di tingkat pemerintahan daerah.

Pasal 14

Permohonan/pendaftaran nama domain go.id untuk situs
resmi pemerintahan pusat dan daerah dapat dilakukan sendiri
atau melalui pihak ketiga.

Permohonan/ pendaftaran nama domain go.id untuk situs web
resmi lembaga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
dapat dilakukan  secara  elekironik  melalui  situs
URL://www.depkominfo.go.id, dengan syarat-syarat sebagai
berikut :

a. pemohon/ pendaftar harus telah memiliki alamat email;

b. memiliki surat permohonan/pendaftaran dan atau surat
kuasa permohonan/pendaftaran dalam bentuk digital;

c. telah memiliki nama server/co-location dan IP address;

d. mengisi seluruh isian yang terdapat pada formulir digital;

e. meng-upload seluruh dokumen ke dalam formulir digital.

Pasal 15

Nama domain seluruh situs web resmi pemerintahan pusat dan
daerah dikelola oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, melalui
pengelola nama domain go.id.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pemerintahan di tingkat pemerintahan pusat atau di tingkat
pemerintahan daerah yang telah menggunakan nama domain go.id
untuk situs webnya, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri
ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, dengan ketentuan :

a. pengubahan nama domain lama ke nama domain baru pada
masa transisi, dan penanganan administrasi pengubahan
nama domain go.id dilakukan oleh pengelola nama domain
go.id di Indonesia;

b. dalam masa transisi, nama domain go.id situs web
pemerintahan yang lama masih tetap berlaku dan tetap dapat
digunakan bersama-sama dengan nama domain yang baru;

c. setelah masa transisi berakhir, maka nama domain go.id
beserta nama sub domain/sub direktori yang digunakan untuk
situs web resmi pemerintahan yaitu nama domain yang sesuai
dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
padatanggal : 25 September 2006

ROMNNIKAS! DAN INFORMATIKA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;



Menteri Dalam Negeri;

Menteri Luar Negeri;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Menteri Pertahanan;

Panglima TNI,

Sekretaris Negara;

KAPOLRI,

Gubernur Bank Indonesia;

Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para
Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;

Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
Departemen Komunikasi dan Informatika.



PENJELASAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 28 /PER/M.KOMINFO/ 9 /2006
TENTANG

PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id
UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Cukup jelas
Pasal 2. Cukup jelas,
Pasal 3. Cukup jelas
Pasal 4. Cukup Jelas
Pasal 5. Cukup Jelas
Pasal 6. Cukup Jelas
Pasal 7. Cukup Jelas

Pasal 8. Cukup Jelas;
a. Contoh penggunaan nama domain pemerintahan pusat:
1) Mahkamah Agung : www.ma.go.id
2) Departemen Dalam Negeri : www.depdagri.go.id
3) Lembaga limu Pengetahuan Indonesia : www.lipi.go.id

b. Contoh penggunaan sub domain untuk satuan kerja dibawahnya :
1) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri :
www.ditjenotda.depdagri.go.id
2) Deputi Bidang Illmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Iimu
Pengetahuan Indonesia : www.iph.lipi.go.id

Pasal 9. Untuk penggunaan nama domain pemerintahan daerah sebagai berikut :

a. Menggunakan nama resmi nama daerah bersangkutan atau
singkatannya, diikuti singkatan nama kepemerintahan daerah. Untuk
Pemerintah Provinsi singkatan yang digunakan adalah ’prov’,
Pemerintah Kabupaten singkatannya adalah ’'kab’, Pemerintah Kota
singkatannya adalah ’kota’. Sebagai contoh:

e Nama situs web Pemprov Sumatera Utara adalah
www.sumutprov.go.id

¢ Nama situs web Pemkab Bandung adalah www.bandungkab.go.id
e Nama situs web Pemkot Palu adalah www.palukota.go.id

b. Untuk satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), penamaan situs web
menggunakan sub domain, yang diletakkan di depan nama domain
dengan didahului oleh tanda baca "e” (dot). Sebagai contoh:



Pasal 10.

Pasal 11

Pasal 12.

Pasal 13.

Pasal 14.

e Nama situs web Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bandung
adalah www.dispenda.bandungkab.go.id

e Nama situs web Kantor Pusat Data Elektronik Pemprov. Jawa
Tengah adalah www.kpde.jatengprov.go.id

Untuk lembaga pemerintahan pusat vertikal di daerah, nama situs webnya
menggunakan sub domain lokasi keberadaan instansinya diikuti instansi
pusatnya. Sebagai Contoh:

a. Nama situs web Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa
Timur adalah www.jatim.bpn.go.id

b. Nama situs web Kantor Pertanahan Kota Surabaya adalah
www.surabayakota.bpn.go.id

.Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penamaan situs webnya
menggunakan singkatan  diikuti nama daerah bersangkutan atau
singkatannya serta diikuti singkatan nama kepemerintahan daerah, yang
dipisahkan dengan tanda baca ” - ” (dash).

Contoh:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur:
www.dprd-jatimprov.go.id

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen:
www.dprd-sragenkab.go.id

Untuk kantor perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, penamaan
situs webnya menggunakan KBRI diikuti nama Negara, yang dipisahkan
dengan tanda baca ” - ” (dash). Untuk konsulat jenderal menggunakan sub
domain dari nama domain KBRI bersangkutan yang diletakkan di depan
nama domain dengan didahului oleh tanda baca “e” (dot). Sebagai
contoh:

a. Nama situs web KBRI di Canada adalah www.kbri-canada.go.id;

b. Nama situs web Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver
adalah www.vancouver.kbri-canada.go.id

Cukup jelas
Contoh Surat permohonan lampiran 1
Cukup jelas

Contoh Surat kuasa lampiran 2



Lampiran 1. Contoh Surat Permohonan

Logo PEMERINTAH KOTA XXX
Instgnsi SEKRETARIAN DAERAH
JL. XYZ No
Telepon........... faX...........
Bogor, 20 Agustus 2006
: Kepada
Nomor :
Sifat : Biasa Yth : Menteri Komunikasi dan Informatika
Lamp.iran : Republik Indonesia

Perihal : Pendaftaran

pengunaan nama domain go.id

di
Jakarta

Untuk meningkatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat melalui jaringan
internet, kami bermaksud membuat situs website sebagai media komunikasi dan
informasi dengan masyarakat luas.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengajukan nama domain

www.xxxkota.go.id

Mohon dapat dilakukan registrasi oleh Departemen Komunikasi dan Informatika

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Tembusan :
- Walikota XXX

Sekretaris Daerah Kota
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Lampiran 2. Contoh Surat Kuasa

Logo PEMERINTAH KOTA XXX
Instansi SEKRETARIAN DAERAH
JL. XYZ No
Telepon........... fax...........

SURAT KUASA
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama

Nama lengkap
Nama Instansi
Jabatan
Alamat

Nomor Telepon
Faximil

Memberikan kuasa kepada Pihak Kedua :

Nama

No.KTP.

Jabatan

Alamat

Nomor Telepon

Faximil

Untuk melakukan pendafataran nama domain : www. xxxkota.go.id yang selanjutnya
akan digunakan sebagai alamat resmi website pemerintah kota xxx. Penanggung
jawab penggunaan dan pengelolaan nama domain adalah tetap pada pihak
pertama.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Kota

Tembusan :
- Walikota XXX

11



Lampiran 3 Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan melalui URL : www. depkominfo.go.id

Pendafar harus telah mempersiapkan seluruh persyaratan dan dokumen

digital dalam format jpeg atau gif

3. Mengisi seluruh formulir yang ada dalam formulir digital di baner DOMAIN
ID pada URL : www.depkominfo.go.id

4, Meng-upload seluruh dokumen digital dalam formulir digital.

5. Langkah-langkah pendaftaran nama domain go.id sebagai berikut :

a. Ketik www.depkominfo.go.id pada address bar

b. Klik banner "'DOMAIN.ID”

c. Klik pada baris kedua pada kalimat ” klik disini”

d. Klik pada menu Register

e. Mengisi seluruh isian pada formulir.

N —

Langkah 1

Be Edk Wen Gof Booknaks Took el %)

@ =i E} L g@ |D http:_ﬁwww‘depkominfo:go.\di j @‘Gﬂ r@,

Draft Regulasi Pengguna <ama Domain goid untuk
“.nigini  Situs WeD Resmi Pe~ enggara Negara

TANDATANGANT Mall | ________ AeahTtinkie = d
Selasa, 28 Feb, 2006, 12140

Selaza, 26 Feb, 2008, 16:44 WIB
4 - WAPRES MINTA BKKEN BAKOHUMAS
REKAMAN KASUS BANK MANDIRI SE-IZIN PN JAKSEL TETAPKAN TARGET Badan Koardinasi
} : BERDASARKAN Kehumasan Poreintzh
KPK menegaskan, pihaknya sengaja membuat rekaman pada PERTIMBANGAN WILAYAH
persidangan pengadilan korupsi, termasulk kasus Bank Mandiri agar 4
dapat dipelajari dan dimanfaatkan untuk membuat memori kasasi 371%'”‘ 27 Feb. 2008, 16146 N
KETUA BRR: PEHBANGUNAN [ m%@ﬂngmm
Selzsa, 28 Feb, 2006, 16:21 WIB ACEH DAN NIAS LEBIH w ;
SEBANYAK 3.850.796 BALITA SUDAH TERIMA PIN CEPAT DART SERELUMNYA
PUTARAN KE I¥ Senin, 27 Fabi 2006, 15(58 T
wig t}‘ 5 l:] '3
Sebanyalk 3.850.796 anak balita (16.3%) sudah menerima dua tetes PASKAH SUZETTA: SLT U\
imunisasi polio Pekan Imunisasi Polio (PIN) putaran ke IV di seluruh BUKAN UNTUK Seter ” e, ~intah
pravinsi di Indonesia, MENGURANGT MasyaRAKAT I
MISKIN
Senin, 27 F=b. 2006, 14121
Wik
TERSANGKA
INFORMASI PLIELIK PERPANIAKGAN HGR HOTEL
HILTON DATANG KEJAGUNG
Selasa, 26 Feb, 2006, 17:16 WIB
SEKJEN DEPERDAG HARAPKAN PRODUK PANGAN arsip . B

NIHSANTARA SFMAKTA NTSTHK AT NHINTA

HOME = PEMNDAFTARAN DOMAIMN
———————————————————————

PENGUMUMAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN ID

1, Depkominfo telah menerimma zone file berdasarkan batas akhir tanggal 31 Agustus Z005 yvang mengacuy
pada Mota Kesepahaman tanggal 22 Juli 2005 antara Sekjen APJII dan Pengelola cocTLD tentang
kelangsungan pelayanan pengelolaan nama dormain 10

£, Pendaftaran untuk nama domain baru sudah dapat dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2005 pulkul
1g5.00 wie.Klik disini

3 daft=rs arns do I [l | i it bisaiue

R e ETOREr sy Mo asl SISTET B e O art Thalita artta s, LAt telar
dilengkapinyva database domain. Il dengan bantuan dari beberapa ISP dan kaomunitas Internet Indonesia,
maka dengan ini kami menutup pendaftaran ulang.

5. Data yang telah terlkkumpul dari pendaftaran ulang alkan kami pergunakan untule verifikas: dan
permbanding.

6, Bagi pemilik/pengelala nama domain. ID yang belum mendaftar ulang, dapat memverifikasi kepemilikan,
melalukan perubahan dan penghapusan nama domain.ID melalul https: f fregister.net.id, khusus bagi
vang ingin melakulkan perubahan dan penghapusan nama domain. I, harus membuat account melalui
pendaftaran user serta melakukan aktivasi terlebibh dakbulu.

7. 7. Pertanvaan mengenai pengelolaan nama domain dapat diajukan melalui Email:
domain@depkominfo.go.id telp! 3168717 atau FO3I66263 (telah alktif sejal tanggal & Olktober Z005)
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Langkah 3

Sistem Pengelolaan Domain .|D KOMINFO

Pemberitahuan:

e 1. Untuk sementara, pendaftaran maupun pengelolaan domain akan lebih optimal jika menggunakan web b
S Hescnl st [downioad di sinil, Untuk browser lainnya, ada kemungkinan terjadi eror pada interface,

¥ Whois Service 2. Untuk email aktivasi registrasi yang menggunakan email dari vahoo, mohon periksa hulk folder anda.

H Login 3. Bistem pengelolaan domain 1D ini dapat diakses melalui link berikut

| Officer 4. Fiturtransfer domain antar accounttelah diaktifan, fitur tersebut dapat dilihat pada domain management
B Petunjuk Penggunaan Mohan maaf atas ketidaknyamanan in.

H Lost Password

Langkah 4

@ ||_| https: firegister, net.id/reqgistrant?navigation=tambah = V| @ Go “Q, | - =
- Pendaftaran User - . |
Usetname | | 2 - maksimum 15 karakter
Password | | &
Kanfirmasi [ |
Matma Depan | | ?)
IMama Belakang | | ?)
| | 2
Email * Jika anda sudalt pernal mendaftarkan nama domain, harap mengounakan alamat

email yang telah dipergunakan sebelumnya.

Alamat
7)

Organisasi | [ 2)
Jahatan | | &
Megara | Indonesia b
Propinsi |DKlJakata |

Kota | ] 2
Kode Pos | &
Telapon | [
Ekstensi Telepon | [S 2]
Falecimili [ 1 vl




